BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NCMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 81 TAHUN
2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

a. berdasarkan ketentuan angka romawi V angka 26

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019, Program
dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat
earmark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas
Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK
dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana
Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan
Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat,
Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana
transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau
mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau
belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului
penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah
tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan

memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya




ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA apabila
Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pohuwato Tentang Perubahan Kedua Peraturan
Bupati Pohuwato Nomor 81 Tahun 2018 Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaiten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286j;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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11.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Iindonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5679j;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
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Menetapkan :

12.

13.

14.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pohuwato Nomor 82);

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato

Tahun 2018 Nomor 211 );

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN
KEDUA PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 81 TAHUN
2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 81 Tahun 2018

Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran
diubah sebagai berikut.

2019 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 81)
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1. Pasal 1 angka 1 huruf ¢ diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

c. Lain - lain pendapatan daerah yaig sah

(1) Sebelum Perubahan Rp. 164.912.036.000,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 170.912.036.000,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp.  6.000.000.000,-

2. Pasal 1 angka 2 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

(3) Sebelum Perubahan Rp. 17.551.678.000,-
(4) Setelah Perubahan Rp. 17.723.428.000,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 171.750.000,-

2. Belanja Barang dan Jasa
(1) Sebelum Perubahan Rp. 284.403.242.599,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 285.602.427.301,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp.

3. Belanja Modal

1.199.184.702,-

(3) Sebelum Perubahan Rp. 198.381.641.043,-
(4) Setelah Perubahan Rp. 197.999.397.391 .-
BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp.  382.243.652,-)

3. Pasal 1 Angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiyaan

(1) Sebelum Perubahan Rp. 23.643.483.285,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 24.632.174.335,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 988.691.050,-

b. Pengeluaran Pembiyaan

(1) Sebelum Perubahan Rp. 1.000.000.000,-
(2) Setelah Perubahan Rp. 7.000.000.000.,-
BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 6.000.000.000,-

I;arz* '

~NO

—

me




4. Ringkasan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 81
Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Bupati ini.

5. Ringkasan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 81
Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dirinci lebih lanjut dalam

Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

6. Pelaksanaan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 81
Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 selanjutnya ditampung dalam
perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai peraturan perundang —

undangan.
PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato

Ditetapkan di Marisa
ggal, 29 Mei 2019
TI POHUWATO,

M A

SY

RIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, *4 Mei 2019
S DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATQC TAHUN 2019 NOMORAY
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